
SALINAN 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR 21 TAHUN 2025 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PASAR RAKYAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI PURBALINGGA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 

13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat 
(5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 
30 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pasar Rakyat; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 277); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 
2024 tentang Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 135); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENTANG PASAR RAKYAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

3. 

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat 

DINPERINDAG adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Purbalingga. 

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di 
bidang perdagangan. 

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, 

hamparan/plataran dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil 
dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah dengan proses jual beli barang dan atau jasa melalui tawar 
menawar. 

Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan 
dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, 

pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan secara 
berkesinambungan



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan 
peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, 
sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar sebagai sarana perdagangan. 

Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Rakyat adalah fasilitas milik Daerah 

yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat. 

Bangunan Pasar adalah seluruh bangunan gedung di area Pasar beserta 

seluruh sarana dan prasarana yang tersedia yang dipakai untuk berdagang 
dan segala fasilitas penunjang penyelenggarakan pasar lainnya 

Kios adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan pasar rakyat, 
beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai 

dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk 
berjualan barang dan/atau jasa. 

Los adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, 
beratap, tanpa dinding pemisah yang penggunaannya terbagi dalam petak 

dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.. 

Hamparan adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, 
yang tidak didirikan Kios dan/atau Los bangunan penunjang pasar lainnya 
dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan 

insidental lainnya. 

Pedagang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pedagang adalah setiap 

orang atau Badan yang menggunakan tempat usaha dan melakukan 
kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat. 

Surat Keterangan Hak Menempati, yang selanjutnya disingkat SKHM adalah 
surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 

Badan yang menggunakan kios/los untuk kegiatan berjualan barang 
dan/atau jasa secara menetap. 

Surat Keterangan Hak Berjualan, yang selanjutnya disingkat SKHB adalah 
surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pedagang di 

hamparan. 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
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(1) 

(2) 

pengelolaan Pasar Rakyat; 
sarana dan prasarana pasar rakyat, 

tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan SKHM dan SKHB; 
perubahan kepemilikan dan pencabutan SKHM dan SKHB; 

pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat; 
tata cara penerapan sanksi administratif bagi yang melanggar larangan; 

pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat; dan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat; 

BAB II 
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT 

Pasal 3 

Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan fisik dan non fisik. 

Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan 
sarana prasarana pokok dan sarana prasarana penunjang, yang meliputi: 

a. pelaksanaan operasional kegiatan di Pasar Rakyat;



(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

b. pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan penggunaan sarana 
prasarana di Pasar Rakyat, 

c. pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan lahan 

dan atau bangunan; 
d. pengelolaan fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. perencanaan manajemen Pasar Rakyat; 
b. pengorganisasian Pedagang; 

c. pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

d. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, pengamanan, dan 

pengendalian Pasar Rakyat; 
e. partisipasi dan pemberdayaan Pedagang dalam kegiatan operasional di 

Pasar Rakyat; 

f.  koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan pihak lain terkait 
pengelolaan Pasar Rakyat; dan 

g. pengelolaan non fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 4 

Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT 

Pasal 5 

Sarana dan prasarana pokok Pasar Rakyat berupa: 

a. bangunan kios, los, dan hamparan; 

b. jalan akses pengunjung ke segala arah; 
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; 
d. penataan kios dan los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan 

e. bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya 
Daerah. 

Jalan akses pengunjung ke segala arah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d adalah tersedianya jalan akses pengunjung di Pasar Rakyat 

yang bebas dari barang dagangan untuk memberi kemudahan dan 
kenyamanan bagi pengunjung pada saat berbelanja di pasar. 

Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c adalah bahwa pencahayaan di pasar rakyat terang tetapi 
tidak panas, sirkulasi udara lancar dan tersedia ventilasi yang memadai. 

Penataan kios dan los sesuai dengan jenis barang dagangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menggunakan zonasi penataan 
kios, los, dan hamparan pengelompokan barang-barang dagangan 
berdasarkan jenis dan sifatnya dengan memperhatikan kemudahan 

mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Pasal 6 

Sarana prasana penunjang Pasar Rakyat adalah: 

kantor pengelola, 
toilet, 

pos ukur ulang; 

pos keamanan; 
ruang menyusui; 

ruang kesehatan; 
ruang peribadatan; 
sarana dan akses pemadam kebakaran; 
tempat parkir; 

tempat penampungan sampah sementara; 

sarana pengolahan air limbah; 

sarana air bersih; dan 

m. instalasi listrik; 
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Kantor pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
bangunan yang digunakan oleh pengelola pasar untuk melaksanakan 
kegiatan operasional pasar dilengkapi sarana prasarana kantor dan alat 

tulis kantor yang memadai sebagai penunjang kegiatan: 

a. representatif , bersih, rapi, aman, nyaman untuk bekerja dan tersedia 
tempat penyimpanan dokumen; 

b. dokumen yang tersimpan secara tertib dan rapi; 

c. mudah diakses oleh pengunjung dan pedagang; dan 
d. tersedianya fasilitas papan informasi pasar dan pelayanan pelanggan. 

Toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bangunan 
penunjang untuk keperluan buang air besar, air kecil, dan tempat cuci 

tangan/MCK bagi pengelola Pasar, pedagang dan pengunjung pasar, 
pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, berdasarkan 
perjanjian kerjasama pengelolaan, yang minimal memenuhi syarat: 

a. tempat cuci tangan berupa wastafel atau keran dengan pembuangan 
tersedianya air bersih yang memadai; 

b. tersedianya saluran pembuangan air dan limbah yang lancar dan tidak 
mampet; 

c. tersedianya ventilasi untuk sirkulasi udara; dan 
d. toilet terpisah pria dan wanita. 

Pos ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tempat 
takar dan atau timbangan yang digunakan untuk menakar atau mengukur 

ulang keakuratan timbangan yang digpergunakan oleh para pedagang dan 
dilakukan oleh konsumen pasar agar konsumen mengetahui barang yang 
dibeli sudah tepat takarannya. 

Pos keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 
ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk pos 

keamanan yang digunakan oleh petugas keamanan untuk 
penjagaan/pengamanan pasar, dilokasi yang memadai, dan mudah 

dijangkau 

Ruang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 
ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk 
ruang laktasi disediakan untuk ibu menyusui yang berkunjung ke pasar. 

Ruang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah 
ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang yang 

digunakan bagi pedagang dan pengunjung pasar untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan ringan.



(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(1) 

(2) 

Ruang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah 
ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk 
menjalankan ibadah umat beragama di Pasar, yang selain berfungsi 

sebagai tempat ibadah, dapat berfungsi sebagai ruang sosial. 

Sarana dan akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h adalah tersedianya sarana pemadam kebakaran berupa APAR 
dan akses pemadam kebakaran dan mudah dijangkau serta dilengkapi 

dengan petunjuk jalur evakuasi. 

Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah lahan 
terbuka di lingkungan pasar yang berfungsi sebagai area parkir untuk 
menempatkan kendaraan pedagang dan pengunjung yang parkir di pasar. 

Tempat penampungan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf j adalah ruang yang disediakan untuk menyimpan sampah 

sementara (TPS) yang bersifat tertutup dan terpisah dengan ruang dagang. 
Diangkut secara periodik dan tidak mencemari lingkungan. 

Sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
k adalah saluran pembuangan air limbah sisa kegiatan di pasar secara baik 

dan tidak mencemari lingkungan maupun area pengunjung. Tersedianya 
drainase yang memadai Pastikan saluran air limbah tidak tersumbat. 
Kalau memungkinkan, disediakan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Sarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 adalah 

penyediaan dan distribusi air bersih adalah kegiatan pemenuhan dan 
penyaluran air bersih untuk pedagang serta pengunjung di pasar. 

Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah 
tersedianya instalasi listrik yang memadai guna memenuhi kebutuhan 

minimal fasilitas umum di Pasar 

BAB IV 

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN 
ADMINISTRATIF SKHM DAN SKHB 

Pasal 7 

Pengajuan Permohonan Surat Izin dilaksanakan oleh setiap Orang atau 

Badan yang menempati kios, los, dan/atau hamparan. 

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada 
Kepala DINPERINDAG, dengan melampirkan: 

a. surat permohonan izin untuk menempati kios, los, dan/atau hamparan 
(berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) izin 

pemakaian kios, los, dan/atau hamparan); 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan 
menunjukkan dokumen asli; 

c. fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli; 

d. fotokopi Izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan, dengan 
menunjukkan dokumen asli; 

e. foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tiap 
1 (satu) permohonan izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan; 

f. surat pernyataan bermaterai yang memuat kesediaan untuk 
ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan; dan 

g. surat pernyataan bermaterai yang memuat: 

1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios, los, dan/atau 

hamparan dan peraturan perundang-perundangan;



(3) 

2. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, 
ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga 
taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat 

pembuangan sampah di pelataran kios/los/hamparan/plataran 
yang digunakan sebagai tempat berjualan, 

3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak 

bentuk dan/atau struktur bangunan kios, los, dan/atau hamparan, 
dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan 

kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk 
kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat, 

4. Kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah 
sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum 

Pedagang menerima SKHM/SKHB baru. 

5. Kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar 

Rakyat tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
perdagangan; 

6. Kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu 
operasional Pasar Rakyat; dan 

7. Kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan 
aktivitas berjualan selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut- 
turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulasi. tanpa izin 

tertulis Kepala UPTD Pasar. 

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh 
calon Pedagang baru kepada Kepala DINPERINDAG, dengan dilampiri: 

a. surat permohonan izin untuk menempati kios, los, dan/atau hamparan 
(berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) izin 
pemakaian kios, los, dan/atau hamparan); 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan 
menunjukkan dokumen asli; 

c. Fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli; 

d. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk tiap 
1 (satu) permohonan izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan; 

e. surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk 

ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan; 

f. surat pernyataan bermaterai yang memuat: 

1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios, los, dan/atau 

hamparan dan peraturan perundang-perundangan; 

2. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, 
ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga 

taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat 
pembuangan sampah di pelataran kios, los, dan/atau hamparan 

yang digunakan sebagai tempat berjualan; 

3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak 

bentuk dan/atau struktur bangunan kios, los, dan hamparan, dan 
apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan 
kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk 
kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat; 

4. kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar 

Rakyat tanpa seizin Kepala DINPERINDAG; 

5. kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu 

operasional Pasar Rakyat; dan



(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

6. Kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan 
aktivitas berjualan selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut- 
turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulasi. tanpa izin 

tertulis Kepala UPTD Pasar. 

Setelah permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta 
lampirannya dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi dan validasi, 
Kepala DINPERINDAG menerbitkan surat pemberitahuan permohonan 

diterima atau ditolak, dengan disertai alasan yang jelas. 

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan 
izin dinyatakan lengkap dan benar. 

Permohonan Izin yang telah disetujui, ditindaklanjuti dengan penerbitan 
KPP dan Kartu Bukti Pedagang. 

Bentuk dan format surat permohonan izin yang diajukan oleh 

Pedagang/pemakai lama untuk menempati kios/los sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan surat pernyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bentuk dan format surat permohonan izin yang diajukan oleh calon 
Pedagang baru untuk menempati kios/los sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf e dan huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bantuk SHKM dan SHKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Mekanisme alur penataan dan penempatan Pedagang ditetapkan lebih lanjut 
secara teknis oleh Kepala DINPERINDAG dalam bentuk Standar Operasional 

Prosedur. 

BABV 

PERUBAHAN KEPEMILIKAN SKHM 

Pasal 9 

(1) Pedagang yang tidak menggunakan lagi kios/los untuk berdagang 

(2) 

(3) 

(4) 

melaporkan kepada Kepala DINPERINDAG disertai dengan surat 
pernyataan tidak menggunakan kembali kios/los dan menyerahkan 
dokumen asli SKHM/SKHB. 

Bagi pemegang SKHM/SKHB yang meninggal dunia maka Izin dicabut. 

Prioritas Pemanfaatan kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan kepada ahli waris pemegang SKHM/SKHB yang meninggal dunia 
dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2). 

Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan: 

a. surat/akta kematian yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 
b. surat kuasa ahli waris diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat 

setempat; dan 

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemegang 
SKHM/SKHB yang meninggal.



(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 10 

Kepala DINPERINDAG berkewajiban memberitahukan kepada Pedagang 

akan berakhirnya masa berlaku SKHM/SKHB, 1 (satu) tahun sebelum 
masa berlakunya berakhir. 

SKHM/SKHB dicabut apabila: 

a. pemegang SKHM/SKHB tidak melakukan pendaftaran ulang setelah 
diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masa berlaku 
SKHM/SKHB berakhir; 

b. habis masa berlakunya, 
c. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian Pemakaian, 

d. pemegang izin tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak 
menjalankan usahanya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 
(sembilan puluh) hari secara akumulatif, tanpa izin tertulis Kepala 

UPTD Pasar; 

e. tidak membayar Retribusi Pasar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 
atau akumulasi; 

f. dilakukan revitalisasi Pasar Rakyat; 
g. kios/los tidak digunakan sesuai dengan peruntukan dan jenis komoditi 

barang dagangannya; 
h. pemegang Izin meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan 

kepada Kepala DINPERINDAG melalui Kepala UPTD Pasar paling lama 

3 (tiga) bulan sejak pemegang izin dinyatakan meninggal dunia; 
dan/atau 

i. terjadi force majeure. 

BAB VI 
PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT 

Pasal 11 

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berupa 
pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat. 

Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mencakup: 

a. fisik; 

b. manajemen; 
c. ekonomi; dan 

d. sosial. 

Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud 

dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi: 

a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa 

Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya; 
zonasi Barang yang diperdagangkan; 

sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; 

kemudahan akses transportasi; dan 
sarana teknologi informasi dan komunikasi. o

p
o
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Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar 

Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit: 

a. peningkatan profesionalisme pengelola; 

b. pemberdayaan pedagang;



(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. Penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan 

pasar rakyat. 

Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dilakukan melalui: 

a. pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari 
bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap 
barang kebutuhan pokok; 

c. peningkatan instrumen stabilisasi harga barang, khususnya terhadap 

barang kebutuhan pokok; dan 
d. program membangun konsumen cerdas. 

Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem 

interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di 
Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk 
mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman. 

Pasal 12 

Pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal: 

a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; 
b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses 

transportasi; 
c. memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan 
d. meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi. 

Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus 

memiliki kriteria minimal: 

a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah; 

b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara 
terus menerus; 

c. terdapat pedagang dengan jumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang; 

dan 
d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen. 

Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus 
memiliki kriteria minimal: 

a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat; 
b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan, pelayanan 

kesehatan; dan/atau 
c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang. 

Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki usaha kecil, mikro dan 

menengah pada Pasar Rakyat. 

Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi fasilitas 
Pasar Rakyat.



(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 13 

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, dan 

Badan dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat. 

Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Kewajiban 

Pasal 14 

Setiap Pedagang pemilik SKHM berkewajiban: 

a. 

b. 

menempati kios atau los sesuai dengan haknya atau peruntukannya, 

menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan. kebersihan dan 
keutuhan bangunan; 

mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur 
dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan atau barang; 

mentaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama 
antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan 
mentaati segala kewajiban yang yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Setiap pedagang pemilik SKHB berkewajiban: 

a. 

b. 

menempati hamparan sesuai dengan arahan pengelola; 

menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan. kebersihan dan 
keutuhan bangunan; 
mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur 

dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan atau barang; 
mentaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama 

antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan 
mentaati segala kewajiban yang yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Bagian Kedua 
Larangan 

Pasal 15 

Setiap Pedagang yang memiliki SKHM dilarang: 

a. tidak melakukan aktifitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut 
atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulatif dalam satu tahun 

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 
melakukan aktifitas jual beli pada kios dan atau los yang tidak sesuai 
dengan SKHM yang dimiliki; 

memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

menyewakan dan atau memindahtangankan kios dan atau los kepada 
pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perdagangan;



(2) 

e. mengalihfungsikan kios dan atau los; 
membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat 
mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pasar rakyat; 

g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, 
dan kenyamanan pasar rakyat; dan/atau 

h. mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan di Pasar tanpa 

izin dari Kepala DINPERINDAG. 

Setiap Pedagang yang memiliki SKHB dilarang: 

a. tidak melakukan aktifitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut 

atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulatif dalam satu tahun 
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. melakukan aktifitas jual beli pada hamparan yang tidak sesuai dengan 

SKHB yang dimiliki; 
c. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. menyewakan dan atau memindahtangankan hamparan kepada pihak 
lain tanpa seizin Pemerintah Daerah; 

e. mengalihfungsikan hamparan; 

f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat 
mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat; 

g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, 
dan kenyamanan Pasar Rakyat; dan/atau 

h. mendirikan, mengubah, dan atau menambah bangunan di Pasar 

Rakyat di Hamparan tanpa izin dari Kepala DINPERINDAG. 

™
 

Pasal 16 

Setiap orang dilarang: 

a. 

b. 

p 
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(1) 

(2) 

berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar rakyat tanpa izin tertulis 
dari pengelola pasar; 
melakukan dan atau menawarkan jasa usaha simpan pinjam di pasar rakyat 

secara ilegal atau tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan; 
menginap di dalam Pasar Rakyat; 
meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya 

aktifitas pasar; 
melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya; 

menggelandang, mengemis, dan atau mengamen di dalam Pasar Rakyat; 
mengubah, mengurangi dan atau menambah bentuk bangunan di dalam 
pasar rakyat tanpa seizin Pemerintah Daerah; 

menggunakan kios, los dan/atau hamparan untuk kegiatan selain jual beli 
barang dan atau jasa; dan/atau 
melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 17 

Pedagang/Orang yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan 

sanksi administrasif. 

Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan;



(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

d. penghentian kegiatan; 
e. pembongkaran bangunan; dan 

f. pencabutan SKHM dan SKHB; 

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. teguran lisan diberikan 1 (satu) kali; 
b. teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan 

masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari; dan 
c. penghentian sementara kegiatan, penghentian kegiatan, 

pembongkaran bangunan dan pencabutan SHKM dan SHKB dilakukan 
dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis 
ketiga tidak ditindaklanjuti. 

Dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), DINPERINDAG dibantu oleh Inspektorat Daerah dan SATPOL PP. 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 
teknis dilaksanakan oleh DINPERINDAG. 

Kepala DINPERINDAG menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan 
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati 
secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan 

kebutuhan Pemerintah Daerah. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi dan 
perumusan kebijakan lebih lanjut. 

Pasal 19 

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dapat dilakukan oleh Inpektorat 
Daerah dan SATPOL PP. 

(1) 

BAB X 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 20 

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Pasar Rakyat dengan 
berpartisipasi sebagai berikut: 

a. memberikan saran dan/atau kritikan secara tertulis melalui kotak 
saran dan atau media lain yang disediakan; 

b. memberikan pengaduan tertulis dan atau secara langsung kepada 
Kepala UPTD Pasar dan atau Kepala DINPERINDAG disertai bukti- 
buktinya; dan/atau 

c. memberikan saran, pengaduan dan atau laporan melalui Paguyuban 
Pedagang Pasar Rakyat.



(2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
Pasar Rakyat secara perorangan dan atau kelompok. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
dalam bentuk: 

a. mempromosikan Pasar Rakyat sehingga dapat mendorong peningkatan 
transaksi perdagangan di Pasar Rakyat; dan/atau 

b. memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 30 Januari 2025 

BUPATI PURBALINGGA, 

Ttd 

DYAH HAYUNING PRATIWI 
Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 30 Januari 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

Ttd 

HERNI SULASTRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 21 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Ditandatangani secara 
elektronik oleh: 

SOLIKHUN,S.H.M.H 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730310 199903 1 007 

Catatan : 

Balai Besar 
Sertifikasi 
Elektronik 

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah 

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. G
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DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PASAR 
RAKYAT 
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BUPATI PURBALINGGA, 
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SEKRETARIS DAERAH 
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Ttd 

HERNI SULASTI 
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FORMI 

PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN KIOS/LOS/HAMPARAN 

BAGI PEDAGANG LAMA 

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada: 
Perihal : Permohonan Izin Bupati Purbalingga 

Eiemaiala_ril . Cq. Kepala Dinas Perindustrian 
P os/Los/Hamparan®) Perdagangan Kabupaten 
asar Purbalingga 

di - 
PURBALINGGA 

Jenis Fasilitas : Kios Los Hamparan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIK 
Nomor KK 
Tempat/Tanggal Lahir 
Pekerjaan 

Alamat 
Desa/Kel 
Kecamatan 

Kabupaten 
Nomor Telp./HP 

NPWP 

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Pemakaian Fasilitas 

Pasar. Sebagai bahan pertimbangan, saya cantumkan data izin pemakaian 
kios/los/hamparan yang saya miliki sebagai berikut: 

a. Jenis fasilitas : kios/los/hamparan 
(*) coret yang tidak dipilih 

Jenis komoditi dagangan 
Lokasi 
Luasan 

Nomor izin pemakaian kios/los/hamparan 
Nomor izin usaha bagi yang sudah memiliki -

0
 
a
0
 
o
 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan: 

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan 
menunjukkan dokumen asli; 

b. fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli; 

c. fotokopi Izin Pemakaian kios/los/hamparan/plataran, dengan 
menunjukkan dokumen asli; 

d. foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tiap 1 

(satu) permohonan izin pemakaian kios/los/hamparan; 
e. surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan 

pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan; 
f. surat pernyataan bermeterai yang memuat: 

1) kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios/los/hamparan/ di Pasar 

Rakyat dan peraturan perundang-perundangan;



2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7 

kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, 
ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga 
taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat 

pembuangan sampah di pelataran kios/los/hamparan/plataran yang 
digunakan sebagai tempat berjualan; 
kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak 

bentuk dan/atau struktur bangunan kios/los/hamparan/plataran, dan 
apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi 

bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak 
berjualan di Pasar Rakyat; 
kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah 
sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 

dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum 
Pedagang menerima SKHM/SKHB baru. 

kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar 
Rakyat tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
perdagangan; 

kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional 
Pasar Rakyat; dan 
kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas 

berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) 
tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis 

Kepala UPTD Pasar. 

Purbalingga, .................... 

Pemohon 

Keterangan : 1 (satu) blanko permohonan, berlaku untuk 1 (satu) 
kios/los/hamparan.



FORM II 

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN BAGI PEDAGANG LAMA 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

m
o
p
n
o
T
p
 

Nama 

NIK 
Tempat/Tgl Lahir 
Umur 

Pekerjaan 
Alamat 

Sebelum saya mengajukan Izin Pemakaian Kios/Los/Hamparan*) di Pasar 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

................. dengan ini menyatakan: 

Bersedia mematuhi tata tertib pemakaian kios/los/plataran di Pasar Rakyat 

dan peraturan perundang-perundangan; 

Bersedia menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban 

dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas 
lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran 

kios/los/plataran yang digunakan sebagai tempat berjualan; 

Bersedia tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk 

dan/atau struktur bangunan kios/los/plataran, dan apabila melanggar 
pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau 
stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar 

Rakyat; 

Bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah 
sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dan atau 
peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang 

menerima SKHM /SKHB baru. 

Bersedia tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Rakyat 

tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan. 

Bersedia berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional 
Pasar Rakyat. 

Bersedia dilakukan pencabutan Hak Menempati/Hak Berjualan, apabila 
tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan 

kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, 
tanpa izin tertulis Kepala UPTD Pasar. 

Purbalingga, ............ 

Yang menyatakan, 

Materai 

Rp 10.000 



FORM III 

PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN /KIOS/LOS/HAMPARAN 

BAGI PEDAGANG BARU 

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada: 
Perihal : Permohonan Izin Bupati Purbalingga 

Eiemaiala_ril . Cq. Kepala Dinas Perindustrian 
P os/Los/Hamparan®) Perdagangan Kabupaten 

asar Purbalingga 

di - 
PURBALINGGA 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIK 
Nomor KK 
Tempat/Tanggal Lahir 

Pekerjaan 
Alamat . 

Desa/Kel 

Kecamatan 
Kabupaten 

Nomor Telp./Hp 
NPWP 

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Pemakaian Fasilitas 

Pasar. Sebagai bahan pertimbangan, saya cantumkan data izin pemakaian 
kios/los/hamparan yang saya miliki, sebagai berikut: 

a. 

m
o
n
o
T
 

Jenis fasilitas : kios/los/hamparan 

(“) coret yang tidak dipilih 
Jenis komoditi dagangan 
Lokasi 

Luasan 
Nomor izin pemakaian kios/los/hamparan 
Nomor izin usaha bagi yang sudah memiliki 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan: 

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan 
menunjukkan dokumen asli; 

fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli; 
foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tiap 1 
(satu) permohonan izin pemakaian kios/los/hamparan; 

surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan 
pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan; 
Surat pernyataan bermaterai yang memuat: 

1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios/los/hamparan di Pasar 
Rakyat dan peraturan perundang-perundangan; 

2. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, 
ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga 

taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat 
pembuangan sampah di pelataran kios/los/hamparan/plataran yang 
digunakan sebagai tempat berjualan;



3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak 

bentuk dan/atau struktur bangunan kios/los/hamparan/plataran, dan 
apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi 

bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak 
berjualan di Pasar Rakyat, 

4. kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar 

Rakyat tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
perdagangan; 

5. kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional 
Pasar Rakyat; dan 

6. kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas 
berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) 
tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis 

Kepala UPTD Pasar. 

Purbalingga, .................... 

Pemohon 

Keterangan: 1 (satu) blanko permohonan, berlaku untuk 1 (satu) 
kios/los/plataran.



FORM IV 

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN BAGI PEDAGANG BARU 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 

a. 

b. 

c. 

d. 

€. 

Nama PR 

NIK D 

Tempat/Tgl Lahir @ .....c...oo......o........ 

Pekerjaan s 

Alamat O 

Sebelum  saya mengajukan Izin Pemakaian Kios/Los/hamparan “) di Pasar 

.................. dengan ini menyatakan: 

bersedia mematuhi tata tertib pemakaian kios/los/hamparan/plataran di 

Pasar Rakyat dan peraturan perundang-perundangan; 
bersedia menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban 

dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga taman dan 
fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di 
pelataran kios/los/hamparan/plataran yang digunakan sebagai tempat 

berjualan; 
bersedia tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk 

dan/atau struktur bangunan kios/los/hamparan/plataran, dan apabila 

melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk 
dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan 
di Pasar Rakyat; 

bersedia tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Rakyat 
tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan; 
bersedia berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional 

Pasar Rakyat; dan 
bersedia dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas 

berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun 
secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala UPTD 
Pasar. 

*) coret yang tidak perlu 

Purbalingga, ............................... 

Yang menyatakan, 

Materai 

Rp 10.000 



FORM V 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITEMPATKAN PADA ZONASI, 
LOKASI, DAN LUASAN YANG TELAH DITETAPKAN 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 

a. Nama P 

NIK T 

Tempat,Tgl Lahir PR URUUPPPRURRRN 

5
 

p
 
o 

Umur P 

@ Pekerjaan PR URUUPPPRURRRN 

™
 

Alamat P 

Sebelum saya mengajukan Izin Pemakaian Kios/Los/Hamparan*) 
Pasar... 

dengan ini menyatakan : 

bersedia untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah 
ditetapkan. 

Purbalingga, ............... 

Yang menyatakan, 

Materai 

Rp 10.000 

*) coret yang tidak perlu



FORM VI 

SURAT KETERANGAN HAK MENEMPATI KIOS/LOS 

KOP DINAS 

SURAT KETERANGAN HAK MENEMPATI 

Nomor : .....cocevecenenunan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024 

diberikan izin kepada: 

o
 
A
L
 

Nama RN 

Alamat N 

Lokasi : Pasar..... Jenis..... Blok ....No.... 

Zona : Jenis Dagangan 

Luas : Lantai..... Ukuran ..... 

Masa berlaku — 5 ... SA .ecesesununuan 

Ketentuan - Ketentuan : 

a. Dikenakan bea retribusi harian atau bulanan menurut ketentuan yang 
berlaku melalui UPTD Pasar bersangkutan dan setiap tahun diwajibkan 

melakukan Daftar Ulang (Heregritasi). 

Pemakai diwajibkan menanggung kebersihan, pemeliharaan dan 
kerusakan atas bangunan/kios beserta semua yang bertalian dengan 
bangunan tersebut. 

Tidak diperkenankan menyewakan, menempatkan, melimpahkan 
bangunan Kios/Los tersebut kepada orang lain atau merubah 

bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum mendapat izin 
dari Dinas. 

Bangunan tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain 
yang ditentukan sebagaimana tersebut nomor 4 (jenis jualan). 

Izin akan dicabut apabila: 

1) Pemerintah Daerah memerlukan; 

2) Pemakai tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut- 
turut atau akumulasi. 

3) Pemakai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 

Bagi pemakai yang izinnya dicabut, wajib mengosongkan bangunan 
dalam keadaan baik, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kalender 
setelah waktu pembatalan izin ini dan pemakai diwajibkan pula untuk 

melunasi uang sewa dan lain-lainnya yang masih terhutang. 

Pemegang izin berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan- 

peraturan Pemerintah yang berlaku termasuk Pajak-pajak / Retribusi 
Daerah dan lain-lain dan apabila peraturan-peraturan tersebut tidak 

ditaati, izin akan dicabut. 

Apabila pemegang izin menghendaki perpanjangan masa pemakaian, 

maka diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin 
ini berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan.



h. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut 
diatas, akan ditentukan dengan surat perjanjian baru. 

Pasfoto 

Berwarna 

Ukuran 4x6 

Dikeluarkan di Purbalingga 

padatanggal........................... 

a.n. BUPATI PURBALINGGA 

KEPALA DINAS, 

Pangkat 

NIP. 

Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan warna berbeda diperuntukkan: 

- Lembar Pertama untuk Pedagang 
- Lembar kedua untuk arsip Dinas 

- Lembar Ketiga untuk arsip UPT Pasar



FORM VII 

SURAT KETERANGAN HAK BERJUALAN DI HAMPARAN 

KOP DINAS 

SURAT KETERANGAN HAK BERJUALAN 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024 
diberikan izin kepada: 

O
O
P
 
B
N
 

Nama D e 

Alamat 

Lokasi 

Zona 

Luas 

Masa berlaku 

Ketentuan - Ketentuan : 

a. 

f. 

g 

Dikenakan bea retribusi harian atau bulanan menurut ketentuan yang 

berlaku melalui UPTD Pasar bersangkutan dan setiap tahun diwajibkan 
melakukan Daftar Ulang (Heregritasi). 

Pemakai diwajibkan menanggung kebersihan, pemeliharaan dan 
kerusakan atas bangunan /hamparan/ plataran beserta semua yang 

bertalian dengan bangunan tersebut. 

Tidak diperkenankan menyewakan, menempatkan, melimpahkan 

bangunan Hamparan/plataran tersebut kepada orang lain atau 
merubah bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum 

mendapat izin dari Dinas. 

Bangunan tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain 
yang ditentukan sebagaimana tersebut nomor 4 (jenis jualan). 

Izin akan dicabut apabila: 

1) Pemerintah Daerah memerlukan, 

2) Pemakai tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut- 

turut atau akumulasi. 

3) Pemakai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 

Bagi pemakai yang izinnya dicabut, wajib mengosongkan bangunan 
dalam keadaan baik, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kalender 

setelah waktu pembatalan izin ini dan pemakai diwajibkan pula untuk 
melunasi uang sewa dan lain-lainnya yang masih terhutang. 

Pemegang izin berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan- 
peraturan Pemerintah yang berlaku termasuk Pajak-pajak / Retribusi 

Daerah dan lain-lain dan apabila peraturan-peraturan tersebut tidak 
ditaati, izin akan dicabut. 

Apabila pemegang izin menghendaki perpanjangan masa pemakaian, 
maka diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin ini 

berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan.



h. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut 
diatas, akan ditentukan dengan surat perjanjian baru. 

Pasfoto 

Berwarna 

Ukuran 4x6 

Dikeluarkan di Purbalingga 

padatanggal........................... 

a.n. BUPATI PURBALINGGA 

KEPALA DINAS, 

Pangkat 

NIP. 

Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan warna berbeda diperuntukkan: 

- Lembar Pertama untuk Pedagang 

- Lembar kedua untuk arsip Dinas 
- Lembar Ketiga untuk arsip UPT Pasar


